
 
 

 

 

Kamis, 21 Maret 2019 



KATA PENGANTAR 
 

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini 
kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang 
berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan 
dengannya.  
 
Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW. 
 
 
 

Hormat kami 
 

Tim penyusun 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Media Tanggal News Title Resume 

1 
Kompas  

(halaman 13) 
Kamis, 21 Maret 
2019 

Peluang Swasta di 
Infrastruktur Makin 
Terbuka 

Peluang swasta untuk masuk ke proyek infrastruktur 
pemerintah dinilai makin terbuka dengan adanya skema 
kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. 
Namun, perlu modal dan teknologi yang cukup karena 
pengembalian investasinya dalam jangka panjang. Chief 
Executive Officer PT Nusantara Infrastructure Tbk, M 
Ramdani Basri dalam diskusi Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Transportasi Skema KPBU yang digelar Kadin 
Indonesia di Jakarta, Rabu (20/3/2019), menyatakan meski 
KPBU sudah diluncurkan lebih dari 10 tahun lalu, proyek yang 
ditawarkan pemerintah tidak serta-merta berjalan. 
Masalahnya adalah ketidaksiapan pendanaaan. Proyek 
infrastruktur butuh modal besar, sementara pengembalian 
investasinya dalam jangka Panjang.   

2 
Bisnis Indonesia 

(halaman 3) 
Kamis, 21 Maret 
2019 

Pemenang Lelang 
Ditarget Juni 

Perum Jasa Tirta II memperkirakan proses lelang 
pengusahaan sistem penyediaan air minum (SPAM) Jatiluhur 
bisa menghasilkan pemenang pada Juni 2019. Proyek ini bakal 
menjadi salah satu proyek air minum dengan kapasitas 
terbesar di Indonesia. 

3 
Bisnis Indonesia 

(halaman 23) 
Kamis, 21 Maret 
2019 

Cegah Korupsi, PUPR 
Bentuk Balai Baru 

Untuk menutup celah terjadinya korupsi, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Balai 
Pengadaan Barang dan Jasa. Lembaga tersebut berada di 
bawah Direktorat Jenderal Konstruksi. Direktur Jenderal Bina 
Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin, sesuai 
Rapat Koordinasi Pengadaan Jasa Konstruksi, Rabu (20/3), 
mengatakan bahwa diperlukan konsolidasi terhadap adanya 
reformasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di 
kementerian itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
kasus korupsi. “Rapat koordinasi ini bertujuan untuk 
melakukan konsolidasi terhadap adanya reformasi organisasi 
yang tentu di dalamnya ada SDM (sumber daya manusia), ada 
sistem, ini semua dikonsolidasikan,”ujarnya. 



 

Judul Peluang Swasta di Infrastruktur Makin Terbuka Tanggal Kamis, 21 Maret 2019 

Media Kompas  (halaman 13) 

Resume 

Peluang swasta untuk masuk ke proyek infrastruktur pemerintah dinilai makin terbuka dengan 
adanya skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Namun, perlu modal 
dan teknologi yang cukup karena pengembalian investasinya dalam jangka panjang. Chief 
Executive Officer PT Nusantara Infrastructure Tbk M Ramdani Basri dalam diskusi Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Skema KPBU yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta, 
Rabu (20/3/2019), menyatakan meski KPBU sudah diluncurkan lebih dari 10 tahun lalu, proyek 
yang ditawarkan pemerintah tidak serta-merta berjalan. Masalahnya adalah ketidaksiapan 
pendanaaan. Proyek infrastruktur butuh modal besar, sementara pengembalian investasinya 
dalam jangka Panjang.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judul Pemenang Lelang Ditarget Juni Tanggal Kamis, 21 Maret 2019 

Media Bisnis Indonesia (halaman 3) 

Resume 
Perum Jasa Tirta II memperkirakan proses lelang pengusahaan sistem penyediaan air minum 
(SPAM) Jatiluhur bias menghasilkan pemenang pada Juni 2019. Proyek ini bakal menjadi salah 
satu proyek air minum dengan kapasitas terbesar di Indonesia. 

 

 
 

 

 



Judul Cegah Korupsi, PUPR Bentuk Balai Baru Tanggal Kamis, 21 Maret 2019 

Media Bisnis Indonesia (halaman 23) 

Resume 

Untuk menutup celah terjadinya korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
membentuk Balai Pengadaan Barang dan Jasa. Lembaga tersebut berada di bawah Direktorat 
Jenderal Konstruksi. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin, 
sesuai Rapat Koordinasi Pengadaan Jasa Konstruksi, Rabu (20/3), mengatakan bahwa 
diperlukan konsolidasi terhadap adanya reformasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di 
kementerian itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kasus korupsi. “Rapat koordinasi 
ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi terhadap adanya reformasi organisasi yang tentu di 
dalamnya ada SDM (sumber daya manusia), ada system, ini semua dikonsolidasikan,”ujarnya. 

 

 
 


